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ABSTRAK

Relevansi penelitian ini bermula dari kebutuhan untuk memahami dampak
korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai kelompok negara, khususnya
sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis apakah terdapat perbedaan dampak korupsi terhadap pertumbuhan
ekonomi antara negara-negara dengan tingkat korupsi terendah dan tertinggi, baik
sebelum maupun selama pandemi. Dengan menggunakan analisis regresi data panel
dengan model efek tetap dari tahun 2012 hingga 2020 dan mencakup 159 negara,
penelitian ini mendukung teori "sand the wheels", yang menyatakan bahwa korupsi
menghambat pertumbuhan ekonomi. Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam
dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi antara negara-negara dengan
indeks persepsi korupsi tinggi dan rendah, baik sebelum maupun selama pandemi
COVID-19. Selain itu, belanja per kapita dan kualitas regulasi berdampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penanaman modal asing (FDI) dan
keterbukaan perdagangan memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap
pertumbuhan ekonomi di berbagai kelompok negara dan periode. Untuk
mengurangi dampak negatif korupsi, kebijakan antikorupsi yang ketat menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: COVID-19, korupsi, sand the wheels, institusi, pertumbuhan ekonomi
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1 PENDAHULUAN

Globalisasi dipercaya memiliki potensi untuk membawa manfaat yang sangat
besar bagi mereka yang berada di negara berkembang dan negara maju. Globalisasi
diharapkan bisa meningkatkan standar hidup di seluruh dunia. Negara-negara
miskin dapat mengakses pasar luar negeri sehingga mereka dapat menjual barang,
memungkinkan masuknya investasi asing, dan membuka perbatasan agar orang
dapat bepergian ke luar negeri untuk berpendidikan, bekerja, dan mengirim
penghasilan ke rumah untuk membantu keluarga dan mendanai bisnis baru (Stiglitz,
2007). Shahbaz et al, (2018) mengungkapkan bahwa globalisasi membuat
keterbukaan perdagangan, pengembangan keuangan, pembangunan ekonomi dan
kualitas lingkungan. Globalisasi membuat setiap negara berusaha mencapai
pertumbuhan ekonomi tertinggi melalui perdagangan luar negeri, investasi,
industrialisasi dan urbanisasi.

Rode dan de Viteri (2018) berpendapat bahwa globalisasi menyebabkan
perubahan struktural dunia modern. Hal ini mempengaruhi penyesuaian sistem
pemerintahan nasional, perubahan ekonomi, strategi pembangunan politik dan
menciptakan saling ketergantungan dunia yang berkelanjutan. Globalisasi ekonomi
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi
asing. Misalnya, efek perdagangan mendorong penggunaan teknologi ramah
lingkungan dan transformasi struktural, yang pada akhirnya juga meningkatkan
aspek lingkungan. Di satu sisi, konektivitas antar negara meningkatkan transfer
teknologi. Di sisi lainnya, pertumbuhan peluang ekspor komoditas di era
perdagangan bebas meningkatkan produksi barang dengan biaya lingkungan
melalui efek berskala (Ahmed et al., 2019)

Pada tahun 2020, Covid-19 mengakibatkan deglobalisasi di seluruh dunia
dan memberikan dampak pembatasan berskala global. Hal itu dilakukan karena
penyebaran Covid-19 sangat tinggi. Tercatat pada Desember 2022 sudah terdapat
6,69 juta kasus kematian dan 664 juta total kasus terinfeksi. Amerika Serikat
menjadi negara dengan tingkat kasus tertinggi yaitu 79,6 juta kasus terinfeksi dan
970 ribu kasus kematian. Disusul India dengan 43 juta kasus terinfeksi dan 517 ribu

kasus kematian, Brazil 29,7 juta kasus terinfeksi dan 658 ribu kasus kematian,



Prancis 23,8 juta kasus terinfeksi dan 138 ribu kasus kematian, serta Britania Raya
dengan 20,6 juta kasus terinfeksi dan 164 ribu kasus kematian (Worldometers,
2022). Covid-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan. Namun, sektor ekonomi
juga terkena imbasnya. Covid-19 membuat sektor manufaktur terganggu karena
adanya pembatasan yang membuat pengurangan tenaga kerja, gangguan rantai
pasokan dan transportasi, serta penurunan permintaan (Baldwin dan Mauro, 2020).
Surico & Galeotti (2020) melihat pembatasan yang dilakukan akibat adanya Covid-
19 sebagai penurunan aliran pendapatan. Hal tersebut dikarenakan pembatasan
menjadi hambatan pergerakan manusia dan kegiatan ekonomi, yang berdampak
terhadap menurunnya aktivitas perekonomian dan menyebabkan penurunan
terhadap Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto/PDB).

Pada Gambar 1 memperlihatkan perkembangan PDB per kapita. Tanpa
adanya Covid-19 PDB per kapita selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 2019 PDB per kapita mencapai US$11,012.4. Namun, ketika tahun
2020 PDB per kapita mengalami penurunan menjadi 10.542,3 dengan selisih
sebesar US$ 470.1 per tahun.
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Gambar 1. Perkembangan PDB per kapita dunia (diolah dari data publikasi world
bank)

Covid-19 menyebabkan resesi ekonomi di seluruh dunia. Tetapi, tidak
menurunkan angka korupsi. Karena para koruptor tidak merasa bahwa korupsi
merupakan sebuah pelanggaran moral. Mereka merasa malu bukan karena telah
melanggar nilai-nilai moral. Akan tetapi, mereka takut dengan hukuman dan

ketidaknyamanan yang akan mereka hadapi nantinya (Denisova-Schmidt, 2020).



Banyak negara yang mulai menangani korupsi secara serius agar dapat mencegah
serta memberantas korupsi dengan membentuk lembaga anti korupsi. Terdapat
lembaga seperti Transparency International yang mengawasi tingkat korupsi di
seluruh dunia. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk
keuntungan pribadi. Korupsi menjadi sebuah permasalahan yang selalu timbul
hampir di setiap negara. Telah diperkirakan lebih dari US$10 miliar atau setara 5
persen PDB dunia setiap tahunnya menghilang karena korupsi (7Transparency
International, 2020). Desweni (2017) menerangkan bahwa dampak dari korupsi
khususnya pada aspek ekonomi akan menjadi hambatan dalam pembangunan
ekonomi, tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang.

Wang (2016) menemukan bahwa korupsi menghambat laju pertumbuhan
ekonomi di negara China. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Deyshappriy
(2015) bahwa korupsi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain,
semakin damai suatu negara maka masyarakat akan semakin produktif yang
berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di
Afrika, dimana korupsi menghambat laju pertumbuhan ekonomi seperti pada
penelitian (D'Agostino et al., 2016). Tsanana et al., (2016) juga menemukan bahwa
korupsi menghambat laju pertumbuhan PDB per kapita pada negara-negara eropa.
Sementara itu, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Huang (2016) pada
Korea Selatan. Pada negara tersebut, ditemukan bahwa korupsi meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran korupsi yang dilakukan Transparency International
menggunakan indeks persepsi korupsi (IPK) dengan skala 1-100, angka O
menunjukkan bahwa negara tersebut sangat korup. Sedangkan, angka 100 adalah
negara yang bersih. Pada tahun 2020, Transparency International menetapkan 5
negara terbersih, yaitu Selandia Baru dan Denmark dengan nilai IPK sebesar 88,
disusul oleh Finlandia, Singapura dan Swedia dengan nilai IPK sebesar 85.
Sementara itu, terdapat 5 negara terkorup yaitu Somalia dengan ipk 12,Sudan
dengan nilai IPK 16, Haiti dan Congo dengan nilai IPK 18, serta Guinea dengan
IPK 19. Dua per tiga negara yang terdaftar dalam laporan berada di bawah angka
50. Tepatnya dengan rata rata angka 43 yang mengindikasikan bahwa lebih banyak

negara korup dibandingkan negara bersih di dunia.
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Gambar 2. Indikasi hubungan IPK dengan PDB per kapita tahun 2020 (diolah dari
data publikasi World Bank dan Transparency International, 2020)

Jika diamati dengan seksama, pada Gambar 2 variasi PDB memiliki gap yang
tidak terlalu besar dibanding negara yang nilai [PKnya di atas 50. Selain itu, terlihat
bahwa negara dengan indeks persepsi yang tinggi cenderung memiliki PDB per
kapita yang tinggi pula. Hal itu dibuktikan oleh Negara Luxemburg yang memiliki
IPK sebesar 80 mempunyai nilai PDB per kapita sebesar US$ 104529,34. Di sisi
lain, Burundi yang mempunyai IPK sebesar 19 hanya mencapai US$ 270,69 PDB
per kapita.

Oleh karena itu, akan dilakukan kajian lebih lanjut mengenai korupsi dan
PDB per kapita. Melihat adanya Covid-19 yang sedang menimpa seluruh dunia
hingga saat ini, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dampak dari
korupsi terhadap PDB per kapita tanpa atau dengan adanya Covid-19 pada 159
negara terkorup dan terbersih. Negara terbersih adalah negara dengan skala IPK 51-
100. Sedangkan, negara terkorup mempunyai skala 1-50. Penelitian ini penting
dilakukan untuk dapat mengkomparasikan bagaimana pertumbuhan ekonomi di
kelompok negara terbersih dan terkorup di dunia baik tanpa atau dengan adanya
pandemi Covid-19. Dengan melakukan komparasi tersebut, para pembuat
kebijakan pada masing-masing negara dapat mengambil kebijakan yang sesuai
untuk mengatasi persoalan korupsi dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Terdapat perdebatan bahwa korupsi dianggap sebagai grease the wheels

(pelumas roda) atau sebagai sand the wheels (hambatan roda) dalam roda



pertumbuhan ekonomi. Lui (1985) menganggap bahwa korupsi adalah grease the
wheels. Hal itu dikarenakan Korupsi secara efisien dapat mengurangi waktu yang
dibutuhkan dalam antrian administrasi. Suap bisa memberikan birokrat insentif
untuk mempercepat proses dalam administrasi yang lamban. Huntington (1968)
berpendapat bahwa korupsi membantu mengatasi peraturan birokrasi yang ketat
dan mendorong pertumbuhan. Fenomena seperti itu telat diamati sejak tahun
1870. Pada tahun 1880, di Negara Amerika Serikat, terjadi korupsi yang
dilakukan perusahaan kereta api, utilitas dan industri menghasilkan pertumbuhan
yang lebih cepat. Korupsi dianggap sebagai pelumas dalam roda pertumbuhan
ekonomi. Korupsi membantu perusahaan baru dalam menghadapi sulitnya
birokrasi (Mendoza et al., 2015). Prosedur yang tidak efektif dari birokrasi dapat
diatasi oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh perusahaan swasta dengan para
pejabat (Habibov et al., 2017). Bologna dan Ross (2015) menyampaikan bahwa
korupsi dapat dilakukan untuk membantu perusahaan dalam mengatasi beban
dari peraturan pemerintah, perlindungan nilai terhadap birokrat yang berubah-
ubah, mengurangi resiko bisnis serta mempromosikan inovasi. Menurut Son et
al., (2020), korupsi dapat menurunkan dampak negatif dari peraturan pemerintah
terhadap kewirausahaan. Korupsi dapat menjadi “pelumas” dalam mengatasi
kesulitan regulasi, sehingga perusahaan dapat bekerja secara maksimal.
Pendapat berbeda ditunjukkan oleh Kurer (1993) yang menganggap bahwa
korupsi adalah sand the wheels dalam roda pembangunan. Pejabat yang korup
memiliki insentif untuk menciptakan distorsi lain dalam perekonomian untuk
mempertahankan sumber pendapatan gelap mereka. Bardhan (1997) berpendapat
bahwa ketidakpastian yang melekat pada kegiatan korupsi membuat mekanisme
peningkatan efisiensi menjadi tidak efektif. Kéita dan Laurila (2021)
menerangkan bahwa akibat adanya korupsi, tingkat produktivitas suatu
perusahaan dapat berkurang. Pengurangan produktivitas berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Mauro et al., (2019) mengungkapkan bahwa korupsi
dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah. Penurunan pajak disebabkan
banyak para pejabat pemerintahan yang mengambil pendapatan pajak yang telah
dibayarkan oleh masyarakat. Korupsi menambah hutang negara. Hal tersebut

terjadi karena para koruptor tidak sadar bahwa tindakan mereka memperburuk



keuangan negara (Shittu et al., 2018). Zakharov (2019) menyatakan bahwa
korupsi dapat menghambat investasi. Korupsi membuat para investor tidak
percaya untuk menginvestasikan uang mereka sehingga mempersulit

pertumbuhan ekonomi.



2 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder.

Data yang dibutuhkan berasal dari publikasi Transparency International dan World

Bank. Periode penelitian dimulai dari tahun 2012-2020 di 159 negara yang telah

disurvei oleh Transparency International. Studi literatur diperoleh dari jurnal

internasional, buku, dan literatur ilmiah lainnya. Variabel yang digunakan

mengadaptasi dari penelitian Sharma & Mitra (2019) dan dapat dilihat pada Tabel

berikut:
Tabel 1. Variabel Penelitian

No Variabel Keterangan Satuan

1. growth  PDB per kapita yang ditransformasikan ke Konstan 2015
dalam bentuk logaritma natural digunakan US$
sebagai indikator dalam pertumbuhan ekonomi

2. ipk IPK digunakan sebagai alat pengukuran 0-100
korupsi yang diambil melalui Transparency
International

3. gek Total pengeluaran pemerintah perkapita USS$

4. fdi k Penaman modal asing langsung Per kapita. USS$
Modal asing langsung berupa jumlah modal
ekuitas, reinvestasi pendapatan, modal jangka
panjang lainnya, dan modal jangka pendek dan
dibagi oleh PDB.

5 to Keterbukaan ekonomi (ekspor + impor) / PDB  Persen
*100

6 rq Kualitas  peraturan  pemerintah  dalam -2,5 sampai
merumuskan dan menetapkan kebijakan yang dengan 2,5
diukur dalam bentuk skala

7 se Pendaftaran sekolah, menengah (% kotor). Persen

Rasio  partisipasi kasar untuk sekolah
menengah dihitung dengan membagi jumlah
siswa yang terdaftar di pendidikan menengah
tanpa memandang usia dengan populasi
kelompok usia yang secara resmi sesuai dengan
pendidikan menengah, dan dikalikan dengan
100

kelompok usia yang secara resmi sesuai
dengan tingkat pendidikan yang ditunjukkan.



No Variabel Keterangan Satuan

8. dc Dummy Covid-19 Tanpa Covid-
19 =0, Dengan
Covid-19=1

9. dn Dummy negara Negara
terbersih = 1,
Negara
terkorup =0

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Terdapat beberapa
langkah dalam menjawab penelitian meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi
data panel. Analisis dilakukan dengan bantuan soffware stata versi 17. Adapun
spefikasi model yang dilakukan sebagai berikut:

Inpbd_k;s = a + Biipki + Baipkicdng + Bsipkicdce + Brge_ ki
+ Bsge_kirdn; + Bege_kiedcy + By fdi_ky
+ Bsfdi_kiednge + Bofdi_kiedcir + Brotos
+ Pratogdng + Bratojedcie + B13rqie
+ Brarqicdnie + Pisrqicdcie + €t

Model ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh
interaksi antara variabel indeks persepsi korupsi (ipk), pengeluaran pemerintah per
kapita (ge k), investasi asing langsung per kapita (fdi k), keterbukaan
perdagangan (to), dan stabilitas politik (rq), terhadap variabel pertumbuhan
ekonomi (growth), sehingga model dari kedua kategori dapat dirumuskan sebagai
berikut:

A. Negara Terbersih
e Tanpa Covid-19
Keterangan: dn;;= 1 (negara terbersih), dc;; = 0 (tanpa Covid-19)
Inpdb_kiy = ag + aiipky + azipk;edn (1) + azipk;dc;(0) + asge_k;;
+ asge_kidni (1) + asge_kidc; (0) + azfdi_k;;
+ agfdi_kjedn (1) + aof di_kidci(0) + ayotoy
+ ai1todn (1) + aqpto;dc (0) + +ay37q;,
+ aarqiedn (1) + ay57q;cdci (0) + &

Inpdb_kit=ap+ (a1t ay) ipkye  + (ayt as) ge_k i+ (a7 + ag) fdi_ki + (azot

a11) 0t (g3 + a14) Tqie +eit



Signifikansi dari o3, o6, g, 15, dan a;5 menentukan ada atau tidaknya
perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa atau
dengan adanya Covid-19.

Signifikansi dari a,, s, og, &1, dan oy, menentukan ada atau tidaknya
perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen negara
terbersih dan terkorup.

¢ Dengan Covid-19
Keterangan: dn;;=1 (negara terbersih), dc;; = 1 (dengan Covid-19)
Inpdb_kiy = ag + aiipky + azipkiedn (1) + azipkidc; (1) + asge;
+ asgeidn; (1) + aggeide; (1) + az fdi_k;
+ agfdi_k;dn;, (1) + aqfdi_k;dc;i (1) + aioto;
+ ayqto;dng (1) + agptopede; (1) + ay37qi + ararqiedng (1)
+ aysrqicdcie (1) + &
Inpdb_kit = ay + (a1t ay + az) ipk+ (@t as + ag) ge_kie H(a; + ag + ay)
fdi_kigH(aio + a1 + i) tog + (a3 + @14 + A15)7rq;e + &it

Signifikansi dari a3, ag, 09,045,045, Qqg, dan o,; menentukan ada atau
tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
tanpa atau dengan adanya Covid-19.

Signifikansi dari a, a5, &g, 011,04, Oy7, dan ao menentukan ada atau
tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
negara terbersih dan terkorup.

B. Negara Terkorup

e Tanpa Covid-19

Keterangan: dn;; =0 (negara terkorup), dc;; = 0 (tanpa Covid-19)

Inpdb_kiy = ag + aiipky + azipk;dn (0) + azipliidc; (0) + asge_ki;
+ asge_kidn; (0) + agge_ ki dc; (0) + azfdi_k;;
+ agfdi_k;dn;(0) + aofdi ki dci(0) + ayotoy;
+ a11t0;;dn (0) + ay5t0;:dc(0) + ay3rqie + a147q;:dn; (0)
+ a157qiedci (0) + &

Inpdb_kis = g+ ayipkye+ ay ge_ki + a7 fdi_ki+ayo totaiarqc + €

Signifikansi dari o3, o6, 09, ¢, dan o5 menentukan ada atau tidaknya

perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa dan



dengan adanya Covid-19.

Signifikansi dari a,, as, ag, 047, dan a4, menentukan ada atau tidaknya
perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen negara
terbersih dan terkorup.

e Dengan adanya Covid-19
Keterangan: dc;;=0 (negara terkorup), dc;; = 1 (dengan Covid-19)
Inpdb_k;; = ag+ ayipk; + ayipkidn; (0) + azipk;dci (1) + asge_ki;
+ asge_ki;dn; (0) + agge_kidci (1) + asfdi_k;;
+ agfdi_k;idn;:(0) + aof di ki dcy (1) + ayotoy
+ a11t0;dn; (0) + agpto;ede; (1) + 137G + a147q;cdny (0)
+ aysrqiede (1) + &

Inpdb_ki = ap+(ayt az) ipkye + (st ag) ge_ki Ha; + aq) fdi_ki Hayot
ay2) Lot (@13 + y5) it €ir
Signifikansi dari o3, o6, g, @415, dan a;5 menentukan ada atau tidaknya
perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa dan

dengan adanya Covid-19.

Signifikansi dari o,, as, 0g,Qy;, dan a;, menentukan ada atau tidaknya
perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen negara

terbersih dan terkorup.
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dimulai dengan memberikan gambaran mengenai pergerakan
variabel yang digunakan yaitu, PDB per kapita, indeks persepsi korupsi, dan
variabel ekonomi makro lainnya selama periode 2012-2020. Pemilihan periode
tersebut dilatarbelakangi oleh ketersediaan data indeks korupsi tahunan yang
berasal dari Transparency International. Variabel-variabel tersebut dikelompokkan
menjadi negara terbersih dan terkorup berdasarkan penggolongan dari
Transparency International. Negara dengan nilai skor IPK 0-50 adalah negara
terkorup dan negara yang skor [PKnya 51-100 adalah negara terbersih. Pada Tabel
2 Negara Somalia menjadi negara negara dengan peringkat pertama sebagai
kategori negara terkorup. Hal menarik terlihat pada nilai skor IPK Negara Somalia
yang mengalami peningkatan cukup besar yakni sebesar tiga poin pada masa
Covid-19. Selanjutnya, Negara Sudan menjadi negara kedua sebagai negara kedua
dalam kategori terkorup. Pada tahun 2019 dan 2020, skor pada negara tersebut
menunjukkan angka yang stagnan. Negara Haiti dan Negara Congo berada pada
posisi yang sama yaitu peringkat ketiga dengan skor IPK sebesar 18 dan tidak
mengalami kenaikan sejak tahun 2019. Hal serupa juga terjadi pada negara
peringkat kelima yaitu Burundi dan Guinea-Bissau. Pada kedua negara tersebut
juga terlihat tidak mengalami perubahan skor IPK dan stagnan. Kamboja dan Chad
negara dengan peringkat IPK ketujuh juga mengalami hal serupa. Di sisi sebaliknya,
Negara Comoros mengalami penurunan yang cukup besar skor IPK. Penurunan
dengan skor sebanyak empat poin membuat negara tersebut mengalami penurunan
peringkat dari 14 menjadi posisi sembilan pada negara terkorup. Negara Nicaragua
menjadi negara peringkat ke-10 pada negara terkorup dengan skor ipk sebesar 22
dengan angka yang tanpa dan dengan adanya Covid-19.

Pada negara terbersih, Negara Denmark dan Selandia Baru merupakan negara
dengan peringkat satu sebagai kategori negara terbersih dengan skor 88 yang
sebelumnya 87 pada tahun tanpa adanya Covid-19. Disusul oleh, Finlandia,
Singapura, Swedia, serta Swiss dengan skor IPK yang sama yaitu 85 sebagai

peringkat ketiga. Finlandia merupakan satu satunya negara yang mengalami
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penurunan di antara keempat negara tersebut. Pada tahunnya sebelumnya, IPK
negara tersebut mencapai angka 86 turun menjadi angka 85 Covid-19. Pada posisi
ketujuh, ditempati oleh Negara Norwegia dengan skor IPK mencapai 84 dan terlihat
stabil IPK pada negara tersebut baik tanpa Covid-19 maupun saat Covid-19. Negara
Belanda menjadi negara yang berada pada posisi delapan dengan skor IPK
mencapai 82. Di posisi terakhir, Negara Jerman serta Luxembourg dengan skor [PK
mencapai 80 dan tidak ada perubahan baik pandemi maupun saat pandemi. Pada
negara terbersih maupun negara terkorup terkecuali Negara Somalia, mengalami
penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akibat adanya Covid-19.

PDB per kapita negara terbersih relatif lebih besar dibanding negara tekorup.
Namun, pertumbuhan ekonomi negara terkorup jauh lebih besar dibanding negara
terbersih. Pada saat terjadinya pembatasan berskala global akibat Covid-19,
pertumbuhan ekonomi hampir di setiap negara mengalami penurunan kecuali
Somalia, Congo, dan Burundi. Pembatasan tersebut mengganggu tingkat
produktivitas dan menyebabkan resesi ekonomi yang berdampak langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. PDB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi di 10 Negara Terkorup dan
Terbersih (diolah dari data publikasi World Bank dan Transparency

International2020)
2019 2020
NEGARA PDB K  Pertumbuhan IPK PDB K  Pertumbuhan IPK
Ekonomi Ekonomi

Negara Terkorup
Somalia 446,85 8,08 9 444,79 2,44 12
Sudan 1.198,52 -2,18 16 1.127,72 -3,62 16
Haiti 1.373,88 -1,68 18 1.311,71 -3,34 18
Congo, Dem. Rep. 512,59 438 18 505,35 1,73 18
Guinea-Bissau 650,70 4,50 19 619,29 -2,40 19
Kamboja 1.441,18 7,05 20 1.376,41 -3,10 20
Chad 660,07 3,25 20 634,75 -1,60 20
Comoros 1.284,29 1,76 25 1.255,04 -0,29 21
Nicaragua 1.984,82 -3,78 22 1.922,35 -1,79 22
Negara Terbersih
Denmark 57.553,11 2,11 87  56.202,21 -2,06 88
Selandia Baru 40.315,51 2,19 87 40.218,42 -1,25 88
Finlandia 46.116,53 1,22 86 44.751,31 -2,30 85
Singapura 61.173,91 1,10 85  58.056,82 -4,14 85
Swedia 53.490,41 1,99 85  51.539,62 294 85
Swiss 88.413,32 1,21 85 85.413,22 -2,39 85
Norwegia 76.005,23 0,75 84  75.017,23 -0,72 84
Belanda 48.424,31 1,96 82  46.327,71 -3,80 82
Jerman 43.311,62 1,06 80  41.259,21 -4,57 80
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Luxembourg 108.526 3,28 80 104.529 -1,78 80

Catatan: Skala IPK adalah 0-100 dimana semakin tinggi IPK, maka negara tersebut semakin bersih. Satuan PDB per kapita
adalah US$

Pembahasan pertama dalam penelitian akan mengacu terhadap pertumbuhan
ekonomi. Penelitian ini menggunakan PDB per kapita sebagai tolak ukur dalam
pertumbuhan ekonomi (Popov, 2018). Pertumbuhan e¢konomi adalah
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa
yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemudian diiringi dengan
kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat (Van den Berg, 2016). Istilah
pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dalam perkembangan
suatu perekonomian, pada suatu negara tidak memandang apakah kenaikan itu lebih
besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan
struktur ekonomi terjadi atau tidak (Malanski & Povoa, 2021). Pertumbuhan
ekonomi merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan
masyarakat dunia (Urbano et al., 2019). Jika dilihat pada Gambar 3, PDB per kapita
negara berkembang cenderung stagnan dan tidak terlihat perkembangan yang
signifikan dari tahun 2012-2020. Negara terbersih memperlihatkan hasil sebaliknya
yang mempunyai grafik yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Namun,
baik negara terbersih maupun negara terkorup mengalami penurunan pada tahun
2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Akibat dari pembatasan tersebut, membuat
penurunan tingkat produksi yang berdampak dari pembatasan berskala yang
dilakukan pemerintahan dunia.
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Gambar 3. Perkembangan Rata-Rata PDB per Kapita Negara Terbersih dan
Negara Terkorup (diolah dari data publikasi World Bank dan Transparency
International, 2020)
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Laju pertumbuhan ekonomi pada negara terbersih cenderung lebih kecil
dibandingkan negara terkorup. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 di mana
negara terkorup cenderung mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar setiap
tahunnya. Terjadi pergerakan yang fluktuatif baik pada negara terbersih maupun
negara terkorup setiap tahunnya. Pergerakan fluktuatif tersebut disebabkan oleh
naik turunnya variabel makro ekonomi lainnya yang membuat ketidakstabilan pada
pertumbuhan laju ekonomi pada kedua kategori negara tersebut. Pada periode
Covid-19, negara terkorup maupun terbersih mengalami penurunan pertumbuhan

ekonomi yang sangat besar.
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Gambar 4. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Negara Terbersih dan
Negara Terkorup (data diolah dari publikasi World Bank dan Transparency
International, 2020)

PDB per kapita dapat dipengaruhi berbagai faktor, faktor utama yang akan
dibahas adalah korupsi yang diukur menggunakan IPK. IPK yang dikeluarkan
Transparency International digunakan untuk mengukur sejauh mana kebersihan
suatu negara terhadap praktik korupsi, dengan skala 0-50 dikategorikan sebagai
negara terkorup dan 51-100 dikategorikan menjadi negara terbersih. Pada Gambar
5, dapat dilihat bahwa negara terkorup cenderung memiliki tingkat PDB per kapita
yang rendah dengan tingkat terendah dimiliki Negara Burundi yang hanya
mencapai $278,32 dengan nilai skor IPK yang hanya mencapai 20. Disusul
Republik Afrika tengah dengan PDB per kapita $364,08 dengan skor IPK 24, dan
terakhir adalah Negara Madagaskar dengan PDB per kapita $442,93 dan skor IPK

hanya 25. Negara terkorup cenderung memiliki PDB yang angka rata ratanya
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dibawah $40.000. Di sisi lain, dilihat negara terbersih cenderung memiliki PDB per
kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara terkorup. Hal tersebut
dibuktikan dari PDB per kapita Negara Luxembourg yang mencapai angka
$104.526 dan memiliki IPK mencapai 80. Diikuti oleh Swiss dengan PDB per
kapita sebesar $85.682 dengan skor IPK 85, Irlandia dengan PDB per kapita sebesar
78.558,3 dengan skor IPK 72, Norwegia dengan PDB per kapita sebesar 75.017,2
dengan skor IPK 84, dan Amerika Serikat $58.559,7 dengan skor IPK 67.
Penjelasan diatas menggambarkan bahwa negara terbersih cenderung memiliki

tingkat pendapat per kapita yang tinggi dibanding negara terkorup.
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Gambar 5. Indikasi Hubungan IPK dan PDB per Kapita Tahun 2020 (diolah dari
publikasi World Bank dan Transparency International, 2020)

Selain korupsi, FDI juga mempengaruhi PDB per kapita setiap tahunnya. FDI
merupakan salah satu sumber penting pembiayaan bagi setiap negara. FDI
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan melalui
penanaman modal, teknologi dan keterampilan manajerial untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Zhu et al., 2016). Setiap negara membutuhkan modal untuk
membiayai proyek pembangunan. Salah satu cara untuk mendapatkan suntikan
modal adalah dengan menarik FDI (Iamsiraroj, 2016). Jika dilihat pada Gambar 6
pada negara terbersih mempunyai grafik yang fluktuatif dan mengalami penurunan
akibat adanya krisis global yang membuat para investor menarik uang mereka dan
melemahkan pasar modal secara global. Di sisi sebaliknya, negara terkorup
mempunyai grafik yang stagnan. Namun, ada hal menarik pada tahun 2020 saat

pandemi melanda global. Tingkat FDI per kapita meningkat. Hal tersebut
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dikarenakan, keputusan The Fed dalam meningkatkan tingkat suku bunga yang
berdampak terhadap rasa percaya investor dalam menginvestasikan uang mereka
pada bursa saham (Wagner, 2020). Pada tahun 2020, Negara Belanda menjadi
negara dengan FDI negara terendah yakni sebesar $-7569,74. Sementara itu,
Negara Luxembourg menjadi negara dengan tingkat FDI tertinggi yakni sebesar

$88.556,77.
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Gambar 6. Perkembangan Rata-Rata FDI per Kapita Tahun 2012-2020 (data

diolah dari publikasi World Bank dan Transparency International, 2020)

Keterbukaan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi PDB
per kapita suatu negara. Hal tersebut dikarenakan, keterbukaan ekonomi diambil
menggunakan indikator berdasarkan persentase terhadap PDB per kapita.
Keterbukaan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan tingkat PDB per kapita
suatu negara (Hye ef al., 2016). Keterbukaan ekonomi merupakan kegiatan yang
berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor yang berdampak langsung terhadap
pendapatan suatu negara (Keho, 2017). Aliran modal asing dan perdagangan
internasional sebagai representasi keterbukaan ekonomi mampu menjadi motor
penggerak pertumbuhan ekonomi (Ulasan 2015). Pada Gambar 7, keterbukaan
ekonomi pada negara terbersih cenderung mengalami grafik yang cukup dan hanya
mengalami penurunan pada tahun 2017, berbeda dengan negara terkorup yang

memiliki grafik yang cukup fluktuatif.
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Gambar 7. Perkembangan Keterbukaan Ekonomi Tahun 2012-2020 (diolah dari
publikasi data World Bank dan Transparency International, 2020)

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu komponen pengeluaran memiliki
andil dalam mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara (Onifade et al.,
2020). Pengeluaran pemerintah adalah Pengeluaran umum pemerintah untuk
pendidikan (saat ini, modal, dan transfer) dinyatakan sebagai persentase dari PDB.
Pemerintahan umum biasanya mengacu pada pemerintah daerah, daerah dan pusat
(Gurdal et al, 2020). Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran
pemerintah dapat dilihat dari pernyataan Mankiw (2007) yang menyatakan bahwa
nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran setiap unit ekonomi dimana salah
satunya adalah pengeluaran pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah
yang dilakukan akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian. Pada
Gambar 8, pengeluaran pemerintah baik di negara terbersih maupun negara
terkorup mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tahun 2018 grafik keduanya
mengalami penurunan akibat adanya krisis global pada tahun tersebut. Pada tahun
2020, pengeluaran pemerintah pada negara terbersih dan negara terkorup juga

mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19.
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Gambar 8. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah per Kapita Tahun 2012-2020
(diolah dari publikasi data World Bank dan Transparency International, 2020)

Regulasi yang dibuat pemerintah dapat meningkatkan perekonomian suatu
negara (Adedoyin et al., 2020). Regulasi yang tepat akan membuat peningkatan
produktivitas dan meningkatkan pendapat suatu negara (Silberberger & Koniger.,
2016). Jika dilihat pada Gambar 9, negara terbersih cenderung memiliki nilai
kualitas regulasi yang baik karena memiliki angka yang mendekati nilai maksimal.
Negara Singapura menjadi negara dengan nilai regulasi yang baik yakni sebesar
2,43. Di sisi lain, Negara terkorup cenderung memiliki nilai kualitas regulasi yang
buruk dimana kualitas regulasinya berada dibawah angka 0 bahkan cenderung
mendekati angka -2,5. Negara Somalia memiliki kualitas regulasi terburuk

dibanding negara lainnya yaitu -2,29 nilai regulasi.
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Gambar 9. Perkembangan Kualitas Regulasi Tahun 2012-2020 (diolah dari data
publikasi World Bank dan Transparency International, 2020)

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang
digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen korupsi pada 159
negara pada periode 2012-2020. Setelah dilakukan analisis deskriptif, peneliti perlu
melakukan analisis data regresi panel, yang mana sebelum menentukan teknik
analisis yang akan digunakan, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu.

Pada Tabel 3, dapat dilihat ringkasan variabel yang dimulai dari variabel PDB
per kapita dimana terdapat kekurangan data yang hanya mencapai angka 1423
akibat keterbatasan data yang diunggah oleh bank dunia. Nilai rata rata variabel
tersebut mencapai angka US$13.969,16 dengan nilai minimum dipegang oleh
Burundi dengan PDB per kapita sebesar US$270,69 pada tahun 2020 dan nilai
maksimum dipegang oleh Negara Luxembourg dengan PDB per kapita sebesar
USS$108.526 pada Tahun 2019. Pada variabel IPK mempunyai angka observasi
yang lengkap yaitu mencapai angka 1431 pada nilai observasi. Nilai rata rata pada
variabel tersebut mencapai skala 44,26 untuk nilai minimum dengan nilai skala 8
pada Negara Somalia pada tahun 2012 dan nilai maksimum 92 dicapai oleh Negara
Denmark pada tahun 2014. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah per kapita dengan
observasi yang hanya mencapai 1338 akibat keterbatasan data pada lembaga survei.
Nilai rata rata pada variabel berikut mencapai US$6.217,58. Nilai minimum terjadi
pada Negara Somalia dengan angka US$21,75 pada tahun 2014, dan posisi
maksimal dicapai oleh Negara Norway pada tahun 2020 yang mencapai

US$19.914,0. FDI per kapita mencapai nilai observasi yaitu mencapai 1421 dengan
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rata rata mencapai US$986,02. Nilai minimum di Negara Switzerland dengan nilai
US$-29.001,02 pada tahun 2015 dan nilai maksimum yang dicapai oleh
Luxembourg yang mencapai angka US$88.556,77 pada tahun 2020.

Keterbukaan ekonomi pada hanya mencapai 1403 observasi akibat
keterbatasan data dengan nilai rata rata sebesar 89,22 persen dengan nilai minimum
dicapai oleh Negara Sudan pada tahun 2020 dengan angka 0,78 persen dan nilai
maksimum diraih Hongkong pada tahun 2013 dengan angka sebesar 442,62 persen.
Variabel makro terakhir yaitu kualitas regulasi dengan kualitas regulasi yang
lengkap dengan rata rata nilai skala mencapai angka 0,063. Negara Somalia pada
tahun 2013 menjadi kualitas regulasi terendah dengan nilai skala -2,29 dan Negara
Singapura pada tahun 2015 menjadi negara dengan skala 2,26. Untuk dc angka
maksimum 1 dikarenakan sebagai variabel boneka untuk membuat perbedaan
variabel dengan pandemi sedangkan 0 adalah periode tanpa pandemi. Sedangkan

dn 1 untuk kategori negara terbersih dan dn 0 adalah negara terkorup.

Tabel 3. Ringkasan Statistik Variabel Penelitian

Variabel Obs Satuan Variabel = Rata-Rata  Simpangan Min Maks
Baku
pdb k 1423 USS$ 13.969,16 18.846,27 270,69 108.526
ipk 1431 Skala 1-100 44,26 19,35 8 92
ge k 1388 USS 2565,49 3.666,81 21,75 19.914,03
fdi k 1421 Ribu US$ 0,98 5,39 -29,00 88,55
to 1403  Persen 89,22 58.42 0,78 442,62
rq 1431 Skala-2,5-2.5 0,06 0,95 -2,29 2,26
dc 1431 0= tanpa 0,11 0,31 0 1
pandemi, 1=
dengan
pandemi
dn 1431 0=negara 0,34 0,47 0 1
terkorup, 1=

negara terbersih

Pada analisis regresi data panel terdapat tiga pengujian yang perlu dilakukan
untuk mengetahui teknik pemilihan pendekatan model terbaik yang akan digunakan
dalam penelitian. Tiga uji tersebut, yaitu uji Chow yang digunakan untuk
menentukan model terbaik antara CEM atau FEM, selanjutnya uji Hausman yang
digunakan untuk memilih model FEM atau REM dan uji LM yang digunakan untuk
menentukan model terbaik di antara REM dan CEM. Berdasarkan Chow test dan
Hausman test, maka dapat disimpulkan model estimasi analisis data panel yang

terbaik dalam penelitian ini adalah pendekatan FEM. Hasil estimasi pada Tabel 4
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menunjukkan bahwa interpretasi untuk R-squared atau koefisien determinasi pada
model secara keseluruhan mencapai 0,6433. Nilai R-square bernilai 0,64, berarti
64% sebaran variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya
36% tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen atau dapat dijelaskan oleh
variabel diluar variabel independen (komponen error).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPK menunjukkan hasil
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji regresi, terlihat
pada Tabel 4 didapatkan angka koefisien variabel IPK sebesar 0,00397
menunjukkan bahwa variabel IPK mempunyai pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan
semakin tinggi nilai IPK akan menambah lajunya pertumbuhan ekonomi. Hal
tersebut dikarenakan, kenaikan 1 persen pada IPK akan meningkatkan pertumbuhan
sebesar 0,00397. Pada variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh
positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar
0,00396. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran
pemerintah sebesar satu persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar
0,00396. Hasil ini sesuai dengan Magdalena & Suhatman (2020) yang menyatakan
bahwa pengaruh dari pengeluaran pemerintah akan membentuk modal yang akan
membantu pembangunan sehingga dapat membuat pertumbuhan ekonomi yang
lebih baik.

Untuk variabel FDI tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Hasan et al., (2022) dan
Asongu & Odhiambo (2020) yang menunjukkan bahwa FDI mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada variabel
keterbukaan ekonomi dengan nilai koefisien -0,000766, nilai koefisien tersebut
dapat diartikan bahwa jika keterbukaan ekonomi mengalami penurunan sebesar
satu persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000766.
Pada variabel kualitas regulasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien mencapai 0,0541. Hasil ini sesuai
dengan penelitian Murshed et al., (2021), yang menyatakan bahwa kualitas regulasi
yang dibuat pemerintah dalam mengelola sumber daya, akan menaikkan

pertumbuhan jika kebijakan yang dibuat sangat efisien.
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Variabel interaksi antara Covid-19 dan IPK maupun interaksi dengan dummy
negara, IPK tidak menunjukkan adanya pengaruh. Pada variabel interaksi Covid-
19 dengan pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan memiliki pengaruh, dan
hasil serupa juga terjadi pada interaksi negara dengan pengeluaran pemerintah yang
juga tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah
variabel Covid-19 yang diinteraksikan kepada variabel. Hasil pada variabel tersebut
memiliki pengaruh negatif signifikan pada taraf signifikan lima persen. Angka
tersebut menandakan bahwa jika FDI mengalami peningkatan maka pertumbuhan
ekonomi akan mengalami penurunan. Walaupun suatu negara lebih banyak
mengeluarkan dananya untuk menginvestasikan uangnya kepada negara lain, hal
tersebut tetap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika negara yang
diinvestasikan berhasil meraih keuntungan. Hasil yang didapat sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Harjoto et al., (2021). Pada penelitian tersebut dijelaskan
bahwa saat The Fed menaikkan suku bunga hal tersebut berdampak pada
meningkatnya tingkat transaksi pada bursa modal sehingga membantu para
perusahaan untuk bertahan dari pandemi agar tetap bisa menjalani laju produksi.
Berbeda dengan interaksi Covid-19, pada saat FDI diinteraksikan oleh negara tidak
mengalami pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel selanjutnya yang diinteraksikan dengan Covid-19 adalah
keterbukaan ekonomi. Pada variabel tersebut tidak menunjukkan adanya pengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lainnya, ketika variabel keterbukaan
ekonomi diinteraksikan dengan negara mempunyai pengaruh positif dengan nilai
koefisien sebesar 0,00122. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Kong et al.,
(2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi keterbukaan ekonomi akan
membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pajak dan keuntungan atas
ekspor dan impor yang dilakukan suatu negara. Hasil pada variabel tersebut tidak
menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel terakhir yang
diinteraksikan dengan Covid-19 dan negara adalah regulasi. Terlihat pada kedua
hasil bahwa variabel tersebut menunjukkan pengaruh positif. Kualitas kebijakan
pemerintah sangat berpengaruh terhadap negara baik tanpa pandemi maupun saat
pandemi. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Saberi & Hamdan

(2018) menyatakan bahwa kualitas pemerintah yang baik akan dapat
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mempromosikan sektor swasta yang akan meningkatkan tingkat investasi asing

sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel Independen Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (Inpdb k)
ipk 0,00397**
(0,00162)
Inge k 0,00396**
(0,00165)
fdi k 1,08e-07
(1,45¢-07)
to -0,000766*
(0,000392)
rq 0,0541%**
(0,0223)
dexipk -0,0000571
(0,000610)
dnxipk -0,00218
(0,00277)
dcxInge k -0,00207
(0,00369)
dnxInge k -1,98e-10
(9,94e-09)
dexfdi_k -3,87e-07**
(1,89¢-07)
dnxfdi_k -2,22¢-07
(2,71e-07)
dcxto 0,000184
(0,000210)
dnxto 0,00122%*
(0,000674)
dexrq 0,0281*
(0,0162)
dnxrq 0,105%*
(0,0530)
konstan 8,482%**
(0,0721)
R-squared 0,6433
F-Statistik 3.19
Observasi 1431
Negara 159
Pemilihan Model Terbaik FEM
Uji Chow FEM
Uji Hausman FEM
Uji LM REM

Catatan: dalam kurung adalah standar eror; signifikansi taraf nyata ***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1

Pada Tabel 5 terdapat lima variabel yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Interpretasi variabel IPK menunjukkan tidak ada perubahan pada negara

terkorup maupun negara terbersih, baik tanpa pandemi maupun saat pandemi. IPK
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berasosiasi baik dengan negara terbersih dengan menunjukkan bahwa semakin
tinggi IPK akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa
penelitian yang mendukung hasil tersebut. Penelitian Kwadwo & Yusheng (2020)
yang menemukan hasil bahwa korupsi dianggap sebagai roda penghambat terhadap
pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih pemerintahan dari korupsi akan membuat
pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Hal serupa juga terjadi pada pengeluaran
pemerintah. Pengeluaran pemerintah tidak memiliki perbedaan baik tanpa pandemi
maupun saat pandemi pada negara terbersih maupun negara terkorup. Pengeluaran
pemerintah dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan,
pengeluaran pemerintah khususnya dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas
SDM yang berdampak tumbuhnya perekonomian melalui hal tersebut. Hasil ini
diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Joshua (2019) yang menemukan juga
pengaruh positif dari keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada
FDI dapat dilihat bahwa variabel tersebut hanya mengalami pengaruh saat pandemi
Covid-19. Hal menarik terjadi karena FDI berpengaruh negatif kepada
pertumbuhan ekonomi pada taraf lima persen. Peningkatan FDI membuat
penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Harjoto et al., (2020).
Peningkatan tingkat FDI pada saat pandemi Covid-19 merupakan imbas dari
kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed untuk menstimulasi pertumbuhan
ekonomi agar tidak terjadi resesi ekonomi. Keterbukaan ekonomi mempunyai
pengaruh saat pandemi pada negara terkorup dan negara terbersih. Pada negara
terkorup dapat dilihat bahwa tumbuhnya keterbukaan ekonomi membuat penurunan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi sebaliknya, pada negara terbersih
meningkatnya keterbukaan ekonomi sebanyak satu persen akan membuat
tumbuhnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen. Tiwari et al., (2022)
menjelaskan bahwa keterbukaan ekonomi akan membantu pertumbuhan ekonomi
melalui pajak impor dan keuntungan penjualan pada ekspor yang berdampak
langsung pada pendapatan negara. Kualitas regulasi merupakan satu-satunya
variabel yang mempunyai interaksi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik
tanpa masa pandemi maupun dengan pandemi pada negara terbersih dan negara
terkorup. Pada negara terkorup nilai koefisien kualitas regulasi sebesar 0,0541 dan

mengalami kenaikan pada periode Covid-19 menjadi 0,0322. Di sisi lainnya,
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koefisien pada negara terbersih mengalami peningkatan tanpa pandemi dari 0,0541
menjadi 0,1591. Dengan terjadinya pandemi koefisien negara terbersih juga
mengalami peningkatan menjadi 0,1872. Pada negara t=erbersih juga dapat dilihat
bahwa kualitas regulasi jauh lebih tinggi dibanding negara terkorup. Hal ini
menunjukkan bahwa kualitas regulasi negara terbersih jauh lebih mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Hasil ini didukung oleh penelitian Grochova (2014) yang
menjelaskan bahwa kualitas regulasi dapat memperbaiki pertumbuhan jika
membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan ekonomi yang dialami

suatu negara.

Tabel 5. Hasil Estimasi Periode Tanpa dan Dengan Covid-19 pada Negara
Terbersih dan Negara Terkorup

In\(;:E::c?in Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (Inpdb_k)
Negara Terkorup (dn=0) Negara Terbersih (dn=1)
tanpa pandemi  dengan pandemi tanpa pandemi  dengan pandemi
(de=0) (de=1) (dc=0) (de=1)
Ipk 0,00397 0,00397 0,00397 0,0397
Inge k 0,00396 0,00396 0,00396 0,00396
fdi k - -2,79¢-07 - -4,92¢07
to -0,000766 -0,000766 0,000454 0,000454
rq 0,0541 0,0322 0,1591 0,1872
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4 PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa korupsi dianggap
sebagai sand the wheels. Temuan ini mendukung pendapat dari Kurer (1993),
Bardhan (1997), Kéita dan Laurila (2021), Mauro et al., (2019), (Shittu et al., 2018)
dan Zakharov (2019), yang menyatakan bahwa korupsi dianggap sebagai
penghambat roda karena korupsi berpengaruh buruk terhadap negara negara yang
digolongkan sebagai negara terkorup didunia. Korupsi menurukan tingkat
kerpecayaan investor, menurukan tingkat produktifitas, dan merugikan negara
dengan pajak yang digelapkan. Selain korupsi terjadinya Covid-19 juga
menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan, deglobalisasi yang
dilakukan menghambat kegiatan perekonomian dan menyebabkan penurunan
terhadap Pertumbuhan ekonomi. Terjadinya resisi akibat Covid-19, tidak
menurunkan angka korupsi baik negara berkembang maupun negara maju
melainkan di seluruh dunia. Dengan demikian banyak negara yang mulai
menangani korupsi dengan membentuk lembaga pemberantas korupsi seperti
Transparency International yang merupakan lembaga pengawas korupsi dunia.
Pengukuran yang dilakukan oleh Transparency International dari IPK dengan skala
1-100, dimana skala 0-50 merupakan negara terkorup dan skala 51-100 merupakan
negara terbersih. Pada tahun 2020, transparency international menetapkan 5 negara
terbersih yaitu, Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Singapura dan Swedia.
Sedangkan untuk negara terkorup, yaitu Somalia, Sudan, Haiti, Congo dan
Burundis.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat keterkaitan Covid-19, Korupsi dan
Pertumbuhan ekonomi dalam negara terkorup dan negara terbersih. Berdasarkan
hasil uji yang telah dilakukan, dapat diberikan kesimpulan bahwa IPK berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara korupsi suatu
negara semakin bersih suatu negara, akan tetapi tidak ada perbedaan perbedaan
negara terkorup maupun negara terbersih baik tanpa pandemi Covid-19 dengan
adanya pandemi Covid-19. Hasil tersebut menandakan bahwa setiap kenaikan nilai
IPK akan menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena,

tingkat korupsi yang rendah akan membuat perekonomian berjalan lebih baik
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karena anggaran akan tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Hasil regresi ini
juga sesuai dengan data yang diperoleh dari Transparency International dan World
Bank dimana data tersebut memperlihatkan nilai pertumbuhan yang tinggi
mempunyai skor IPK yang tinggi pula. Hasil tersebut membuktikan teori korupsi
yang dianggap sebagai sand the wheels. Korupsi membuat para investor tidak
percaya untuk menginvestasikan uang mereka sehingga mempersulit pertumbuhan
ekonomi. Korupsi juga serta menurunkan tingkat produktivitas dan penurunan
pendapatan negara dari pajak yang digelapkan.

Variabel pengeluaran pemerintah per kapita (ge k) berpengaruh positif dan
signifikan, sama seperti (ipk) bahwa pengeluaran pemerintah tidak ada perbedaan
perbedaan baik di negara terkorup maupun negara terbersih baik tanpa pandemi
Covid-19 dengan adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya variabel FDI tidak
memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai FDI terus
berfluktuasi disetiap tahunnya. Adanya persaingan antar negara untuk menarik FDI,
mendorong tiap negara untuk lebih meningkatkan iklim investasi yang tentunya hal
tersebut didukung oleh determinan dan nondeterminan ekonomi yang lebih
kondusif. Dengan demikian, integrasi perekonomian dunia akan mendorong setiap
negara untuk menciptakan aktivitas ekonomi berdasarkan pasar. Selanjutnya,
variabel keterbukaan ekonomi berpengaruh positif. Ketika semakin tinggi
keterbukaan ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu
negara. Hal tersebut dapat dilihat melalui kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah baik tanpa maupun dengan Covid-19. Kualitas pemerintah yang baik
akan meningkatkan investasi asing yang mendorong pertumbuhan ekonomi
menjadi lebih baik. Variabel kualitas regulasi menjadi satu-satunya variabel yang
mempunyai interaksi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, baik itu tanpa maupun
dengan Covid-19. Hasil uji pada negara terbersih dan negara terkorup, variabel
kualitas regulasi pada negara terbersih jauh lebih mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. Kualitas regulasi yang baik akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi
negara dengan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan permasalahan yang

ada.
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